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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER–014/A/JA/11/2012 
TENTANG   

KODE PERILAKU JAKSA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki 
integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat, serta 
mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri 
Krama Adhyaksa; 

b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-067/ 
A/JA/07/2007 dipandang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan tuntutan profesi Jaksa; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk 
Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4450); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, 
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan 
Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan 
Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4827); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

7. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-030/JA/1988 
tanggal 23 Maret 1988 Tentang “Tri Krama Adhayaksa”; 

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor  PER-066/A/JA/07/2007 
tentang Standar Minimum Profesi Jaksa; 

9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 
tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG  KODE PERILAKU 
JAKSA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan: 

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

2. Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis 
dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha 
negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas 
lain berdasarkan undang-undang.  

3. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode 
Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa 
baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan 
martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan 
kemasyarakatan di luar kedinasan.   

4. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban 
dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

5. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa 
sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik 
yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila 
dilanggar akan dikenakan tindakan administratif. 

6. Larangan adalah sesuatu  hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jaksa 
sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik 
yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila 
dilanggar akan dikenakan tindakan admnistratif. 

7. Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai 
baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia 
untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan 
perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan dalam bentuk 
Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Jaksa 
Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan dan 
Petunjuk Teknis dari Pimpinan Kejaksaan lainnya.  

8. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada Jaksa oleh institusi Kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas 
tindakannya dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. 

9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah 
Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk 
memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap Jaksa 
yang melakukan pelanggaran. 

10. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah 
yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode 
Perilaku Jaksa.  
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11. Persatuan Jaksa Indonesia yang selanjutnya disingkat PJI adalah 
wadah organisasi profesi Jaksa yang menghimpun seluruh Jaksa di 
Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari PJI Pusat berkedudukan di 
Kejaksaan Agung, PJI Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan 
PJI Cabang berkedudukan di Kejaksaan Negeri. 

12. Lingkungan Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan 
Kejaksaan di luar negeri 

13. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Jaksa 
yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. 

Pasal 2 
Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi Jaksa yang bertugas di dalam dan di 
luar lingkungan Kejaksaan. 

BAB II 

PERILAKU JAKSA 
Bagian Kesatu 

Kewajiban Jaksa 

Pasal 3 
Kewajiban Jaksa kepada negara : 

a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup 
dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan 

c. melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui 
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. 

Pasal 4 
Kewajiban Jaksa kepada Institusi: 
a. menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya; 
b. menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa; 

c. menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

d. melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang 
kewenangan; 

e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, 
ketulusan dan kewibawaan; dan 
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f. mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling 
memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati  hak 
dan kewajibannya. 

Pasal 5 

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa: 

a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, 
profesional, mandiri, jujur dan adil;   

b. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai 
kepentingan pribadi atau keluarga; 

c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan 
kedinasan; 

d. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta 
mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional 
dan internasional; 

e. menjaga ketidakberpihakan dan objektifitas saat memberikan 
petunjuk kepada Penyidik; 

f. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap 
tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan  korban tindak pidana 
kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, 
tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

g. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan 
jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan hak asasi manusia; dan  

h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan 
hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara 
profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan 
menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang 
lain. 

Pasal 6 

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat: 

a. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi 
hukum dan hak asasi manusia; dan 

b. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat.  
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